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UUD 1945
(18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

UUD 1945 merupakan hasil
rancangan BPUPKI dan kemudian
disahkan oleh PPKI pada tanggal
18 Agustus 1945. Di dalam UUD

1945 menjelaskan bahwa
kekuasaan dan pelaksanaannya

dilakukan oleh MPR yang
merupakan lembaga tertinggi di

Indonesia.

01 UUD 1945 setelah Amandemen 
(19 Oktober 1999-Sekarang)

UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan, yaitu
pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Amendemen dilakukan secara adendum,
yaitu perubahan dituangkan dalam satu

dokumen tetapi dokumen itu tidak
mengubah nama dokumen aslinya.

Amandemen dilakukan sebanyak 4 kali.
Dalam melakukan perubahan, ada beberapa

hal yang disepakati oleh MPR yaitu,
pembukaan UUD 1945 dan bentuk negara

kesatuan tidak boleh diubah.
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UUD 1945
(5 Juni 1959-11 Maret 1966)

Pada sidang konstituante 1959, banyak
kepentingan partai politik sehingga gagal
menghasilkan UUD baru. Lantas Presiden
Soekarno menerbitkan dekrit presiden 5

Juli 1959, sejak itu dewan konstitusi
dibubarkan dan dan UUD 1945 dinyatakan

resmi berlaku kembali di Republik
Indonesia, menggantikan UUD Sementara

1950. Meski terjadi pergolakan dan
perubahan politik besar, UUD 1945 tetap

resmi menjadi konstitusi RI hingga
sekarang.

04
Konstitusi RIS

(27 Desember 1945-17 Agustus 1950)
UUDS 1950

(17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Lahir terjadinya setelah Indonesia di

Proklamasikan menjadi Negara merdeka,
Belanda masih berusaha menguasai

Indonesia dengan melakukan agresi militer.
Serta memaksa Indonesia untuk melakukan

perjanjian dengan Belanda yang dikenal
Konferensi Meja Bundar (KMB) hasil

perjanjian tersebut melahirkan perubahan
bentuk Indonesia menjadi RIS.

Terbentuk karena dibubarkannya RIS
akibat adanya demo dari rakyat yang

menuntut kembalinya Indonesia menjadi
Negara Kesatuan RI, sehingga negara RIS
yang telah berlaku tidak bertahan lama.
Selanjutnya disepakati untuk kembali

menjadi Negara Kesatuan oleh karena itu,
diperlukan UUD baru atas dasar ini maka

dibentuk suatu panitia bersama yang
dikenal dengan sebutan konstituante

yang bertugas menyusun dan
menetapkan UUD rancangan yang

disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950.
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